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F.X. Kuswadi dan Ny, Warsosuwito (Tergugat asli [ dan 1) pada
tanggal 24 Juni 1977 meminjam nang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) kepada Mukdihardjo dan Ny. Muhdihardjo (Penggugat asti [ dan IT).
Pada hari-hari berikutnya sampai tanggal 7 Juli 1979 Tergugat asli [ dan'li
meminjam uang lagi sehingga jumlah pinjaman seluruhnya menjadi Rp.
20-’-% 060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah).

Plnjamdn -pang tersebut dlfucincrkan dalam Surat Perjanjian Hutdng
seuara tertulis di atas kertas segel vang disepakati bersama. Tdnah
pekaranﬂan seluas 245 M2 dijadikan jaminan hutang. Dalam perjanjian
dikatakan bahwa hutdnv akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan, Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut hutang tidak
dilunasi, maka tanah yang dijadikan jaminan akan menjadi milik kreditur
(Muhdihardjo dan Ny. Muahdikardjo sebagai Penggugat asti I dan 11).

Setelah jangka waktu 2 bulan berakhir, ternyata . X, Kuswadi dan Ny.
Warsosuwito {debitur sebagai Tergugat asli 1 dan IT} tidak melunasi
hutangnya dan juga tidak melaksanakan balik nama atas tanah yang dija-
minkan. Tergugat asli I dan Il pada tahun 1987 tanpa sepengetahuan Peng-
gugat.asli I dan 1I telzh menjual tanah pekarangan yang dijadikan jaminan
hutang kepada Sismiharjo (Tergugat asli 1II) di hadapan Drs. Sunarko,
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul (Tergugat IV).

‘Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya tanggal 21 April 1990 No.
58/Pdt/G/1989/PN.Bil., Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya
tanggal 12 Nopember 1990 No. 106/Pdt/1990/PTY . dan Mahkamah Agung
RI dalam putusannya tanggal 18 Maret 1993 No. 3337 K/Pdt/1991 menya-
takan bahwa Tergugat-tergugat [ dan Il berhutang kepada Penggugat sebegar
Rp. 204.060,- (dua ratus empat ribu enam puluh rupiah) dengan tanah
pekarangan sebagai jaminan, dan Tergugat-tergugat melakukan wanprestasi.

Permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam kasus ini adalah:



e Hukum dan Pembangunan

1. Dapatkah tanah yang dijaminkan secara otomatis menjadi milik kredifur
- berdasarkan perjanjian?
2:  Apakah jual beli atas tanah yang dijaminkan sah menurut hukum? _

Dalam perjanjian Hutang Piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Ter-
gugat-tergugat I dan II diperjanjian bahwa apabila Tergugat-tergugat tidak
melunasi hurangnya dalam jangka waktu 2 bulan, maka status hukum tanah
pekarangan yang semula sebagai barang agunan akan berubah menjadi milik
Penggugat. Apakah perjanjian yang demikian ini diperbolehkan atau berten-
tangan dengan hukum dan ketertiban umum?

Untuk menganalisis hal tersebut akan didasarkan pada bentuk-bentuk
Jjaminan yang telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek, yaitu gadai dan hipotik
serta yurisprudensi yang ada.

a. Dalam Gadai.

‘Berdasarkan Pasal 1154 BW dikatakan bahwa apabila debitur melakukan
wanprestasi, maka benda gadai tidak otomatis menjadi milik kreditur, bahkan
pihak tergugat tidak dapat memperjanjian hal tersebut sebelumnya, Kepu-
tusan Mahkamah Agung tanggal 26 Nopember 1976 No. 883 K/Sip/1974
mengacu pada Pasal 1154 BW tersebut. Status hak milik ridak dapat begitu
saja berpindah kepada kreditur. Untuk memiliki barang jaminan masih
diperlukan adanya perbuatan hukum lain, yaitu penyerahan.

Perjanjian hutang piutangnya sendiri tetap berlaku tetapi Mausula yang
menyebutkan status hak milik dapat langsung berpindah adalah batal demi
hukum {Pasal 1154 ayat (2) BW).

b. Dalam Alta Hipotik

Pasal 1178 ayat (1) BW melarang adanya/dimuatnya suatu janji pemi-
tikan barang jaminan secara otomatis dalam akta hipotik. Apabila para pihak
memperjanjikan pemilikan barang jaminan secara otomatis, maka akibatnya
batal demi hukum.

Dasar pemikiran larangan memperjanjikan pemilikan barang jaminan
secara otomatis, pertama, uatuk melindungi pihak debitur. Biasanya keadaan
debitur pada saat itu dalam keadaan terjepit karena membutuhkan uang.
Dalam keadaan yang demikian, debitur akan memperjanjikan hal-hal yang
sebenarnya sangat merugikan. Kedua, benda yang dijaminkan umumnya
mempunyai nilai yang lebih tinggi dan harus mempunyai nilai ekonomis.
Dengan demikian apabia pemilikan barang jaminan benar-benar berpindah
secara otomatis, maka pihak debitur akan sangat dirugikan, Ketiga, ada



o datur harus tefap: melunasi. :
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: kecendrungan munculnya suatu keadaan yang tidak wajar dari pihak kred;tur _
‘Kreditur tidak mengharapkan agar hutangnya cepat dilunasi bahkan bersedia -
memberi tambahan kredit ~dengan harapan agar debitur benar-benar dalam :
keadaan tldak sanggup melunasi.: «.: 4

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tepatlah kiranya apa yang dlkatakan
oieh Mahkamah Agung bahwa status hukum barang agunan tidak bisa diubah
menj jadi Klausula "Milik Beding" menjadi milik secara otomatis karena diper- -
_]anjlkan Klausa}a mengenai "mzhk bedlng" ini bertentangan dengan hukumf:

- ataupun ketertiban umum perjanpan pmjam uangnya tetap ada, sehmgga kr: -

:Untuk menjawab persoalan yancr kedua hak:m bandmg daiam pertl_' :
bangan hukumnya mengatakan bahwa karena jaminan tidak resmi didaftar- -
kan; maka tidak ada kekuatan publisxtas Ak1batnya pembeli yang bentlkad
balk harus dilindungi. : \

- Menurut hakim banding, S;smaharjo (Tergugat asli IiI), adalah pembeh
yang beritikad-baik karena tidak tahu bahwa tanah yang diperjualbelikan
telah dijadikan jaminan hutang. Hal ini karena tidak ada kekuatan publisitas
sebagaimana dimaksudkan oleh hakim banding. Menurut hakim banding;
Tergugat asli IV, yaitu Drs. Sunarko, sebagai Camat/PPAT telah melakukan
tugasnya sesuai prosedur yang beriaku

Berbicara mengenai asas publisitas, hal ini sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 19, 22, 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. PMA
No. 15/1961.

Pasal 19 PP No. 10/1961 mengatakan:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,

memberikan sesuatu hak atas tanah, menggadaikan tanak atau

meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,

harus - dibuktikan dengan sesuatu akia yang dibuat oleh dan di

hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”.

Selanjutnya pasal 22 ayat (2) mewajibkan pejabat untuk mendaftar-
kannya di Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Badan Pertanahan
Nasional seksi Pendaftaran Tanah). Didaftarkan artinya agar dicatat dalam
Buku Tanah dan Buku Tanah Hipotik. Dengan adanya pendafiaran hipotik
pada kantor yang bersangkutan akan menunjukan dengan tepat benda yang
dijaminkan dan subyek penjaminnya (asas specialitas). Buku tanah juga
menganut asas publisitas. Asas publisitas yang dianut mempunyai arti: setiap
orang, dengan membayar sejumlah uang tertentu berhak untuk melihat buku
tanah. Sifatnya terbuka untuk umum, dengan demikian pihak ketiga yang
mempunyai kepentingan akan memperoleh perlindungan.
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- ‘Dalam kasus yang dibahas, meskipun jaminan tidak resmi didaftarkan; :
t:dak bérarti tidak -ada kekuatan publisitas. Karena sebenarnya maksud: dan_
tujuan publisitas tersebut untuk melindungi pihak ketiga yaitu pihak- yang:

~bermaksud membeli tanah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi.dan bukti-
bukti‘yang, dipemmbangkén telah terbukti bahwa Tergugat Il mengetahuj
bahwa tanah yang akan dibeli adalah tanah berperkara sebab sedang diagun-
ka "=sebagai jaminan hutang. Hdi—ha} yang telah diketahui oleh Tergugat 111
:m'sébenarnya merupakan informasi ‘yang seharusnya dicari %ebagaimana

g '_-d;maksudkan oleh -asas pubhsn&s tnjuannya agar ia ndak dxmglkan Pada _

'seharusnya apabﬂa Tergugat 1 mempunyzu itikad batk ia akan membatalkan
matnya untuk membeli tanah sengketa.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat
III adalah pembeli yang beritikad buruk yang bertujuan untuk merugikan
kreditur. ‘Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan jual beli tanah
pekaranéan “yang dijadikan jaminan tersebut kiranya sudah tepat, karena
pembeli (Tergugat 1) mempunyai itikad tldak baik, bertujuan untuk
merurnkan kredltur (Penﬁg,uvdt)

Whoever is careless with the truth in simall matters cannot be trusied with
anportant matlers.

Stapa saja yang tidak menaruh perhatian pada masalah kebenaran delam
perkara kecil tidak dapat diberi Kepercayaan uniuk menangani perkara besar.

; (Albert Einstein)
N S
L
%

‘The people is that part of state does nat know what it want.
Rakyat adalah bagian dari negara yang tidak mengetahui apa yang
diinginkannya.

{G.W.F. Hegel)




"74_-] akarta berlkut dua bugh mobil
operasmai mergadx horban Le;ahﬂan
coretan-coretan dan berbaga.x tulisan
bernada cabul. Direkiur LBH J akar-
ta,” Luhnt Pangarlbaan SH LLM,
urus LBH Indonesxa Ny. Amartiwi
Saleh, SH pada hari Kamis, 9 Peb-
ruari, mengatakan bahwa aksi itu
'd1perk1rakan berlancsung padcx hari
Kamzs dinihari. = 41U

- Jaksa Agung Singgih, SH, men-

jelaskan kepada pers pada hari
Rabu, 22 Pebruari, bahwa kasus pe-
malsuan -paspor yang melibatkan
Oki -kemungkinan - akan ditangani
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hal itu-mengingat paspor Oki dike-
luarkan-oleh Imigrasi Jakarta Sela-
tan. Sedangkan mengenai kasus
pembunuhannya akan diadili di In-
donesia.

Mahasiswa ITB dari berbagai ju-
rusan, hari Jumat, 3 Pebruari, me-
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4 Kantor LBH di Jalan Dxponeg,oro. .

lakukan unjuk rasa sebagai pm;es
terhadap perlakuan vang tidak ma-
nusiawi.dari PT Jersindo kepada
para karyawannya. Aksi unjuk rasa.
yang berlangsung di lapangan. te-’
ngah kampus ITB merupakan per-
wujudan-rasa solidaritas atas PHK :
286 karyawan harian tetap dan. bu-
lanan PT Jersindo.

Pengadllan Tata Usaha Ne gara
(PTUN) Palembang akhirnya meng-
abulkan sebagian gugatan warga
Lampung Tengah terhadap Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Per-
tanghan Nagional (BPN). Dengan
putusan ini sertifikat Hak Guna
Uszha atas- pamza PT Umas Jaya
Farm dinyatakan batal, Amar putus-
annya dibacakan majelis hakim yang
beranggotakan Andi Lukman, SH
dan Bilmar Saragih, SH.

Seorang warga yang terkena pro-
yek . "Kiara  Condong Conneciion
(KCC)", Syah (42 tahun), diajukan
ke pengadilan dengan tuduhan telah
menghasut warga, melakukan keke-
rasan, dan merusak kelengkapan alat
listrik KCC. Dakwaan itu disampai-
kan Jaksa Karman Saragih, SH da-
tam sidang di Pengadilan Negeri
Bandung, 7 Pebruari,

B



Yudhi Haryadi Sutikno (40 ta-
hun) yang tidak mempunyai peker-
jean tetap, akhirnya dihukum sata
tahun penjara oleh Pengadilan Ne-
geri Jakarta Selatan, Senin, 2 Peb-
ruari. Terpidana dinyatakan terbukti
menjual istri jadi pelacur untuk me-
menuhi kebutuhan  hidup ‘seha-
ihari _ T

Gara-gara Jaksa salah menuliskan
jenis kelamin dalam tuntutannya,
Bak (37 tahun) pengusaha asal Se-
marang yang didakwa terlibat koru-
psi Rp. 1,3 milyar dan merugikan
Perumka wilayah usaha Jawa, min-
ta dibebaskan dari dakwaan. Per-
mintaan ite disampaikan penasehat
hulum terdakwa dalam persidangan
di Pengadilan Negeri Semarang,
Rabu, 22 Pebruari.

ok

Kejadian susul menyusul yang
menimpa pekerja LBH belakangan
ini ternyata belum berakhir. Kini,
ketua LBH Cilanjur Yudi Yoenandi
"dapat giliran" menjadi korban pe-
mukulan oleh orang tak dikenal ke-
tika ia sedang berjalan didekat ru-

- Hukum dan Pembangunarn

‘ mahnya di jalan Muowardi, Cldl’l_]l.li‘

Sabtu 18 Pebruarz

‘Eksekusi terpidana mati Karta
Tjahyadi (35 tahun) -alias Yongki
yang kini berada di LP Cipinang,
Jakarta masih bisa ditunda bila ada
pengajuan PK (Peninjauan Kembali)
sekalipun grasinya sudah ditolak.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Te-
ngah, H. Hary Moerdjono, SH,
mengutarakan hal ini kepada pers di
kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Te-
ngah, Kamis, 16 Pebruari.

W

Anggota Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM), Dr.
Albert Hasibuan, SH, mengatakan
bahwa aksi teror yang dilancarkan
pihak tertentu terhadap pekerja ban-
tuan hukum LBH jelas mengarah
pada intimidasi mental. Jika terus
dibiarkan kejadian ini akan mencip-
takan ketakutan masyarakat. Hal itu
dikemukakan Albert Hasibuan kepa-
da pers seusai melihat langsung
coretan-coretan cat di gedung kantor
LBH, Jakarta, Selasa, 14 Pebruari.

sk



Parlementaria

Rancangan Undang-undang ten-
tang Perseroan Terbatas (RUU PT)
setelah “berbulan-bulan dibahas se-
cara bersama-sama oleh keempat
fraksi di DPR dan ‘Pemerintah
akhirnya disetujui untuk disahkan
menjadi undang-undang. Perse-
tujuan ifu disampaikan dalam rapat
paripurna DPR-RI yang dipimpin
Wakil Ketua Dewan, Sutedjo, dari
fraksi ABRI di Jakarta, 9 Februari.

TR

Dirjen Hak Cipta, Paten dan Me-
rek Departemen Kehakiman, Ir.
Nico Kansil, mengemukakan bahwa
jumlah pendafiaran paten dalam ne-
geri jauh lebih rendah dibanding
pendaftaran paten luar negeri. Se-
dikitnya pendaftaran paten ini bukan
berarti miskinnya penemuan yang
dihasilkan oleh putra-putra Indo-
nesia tapi hal itu mungkin dise-
babkan oleh pemahaman sistem pa-
ten yang belum memadai. Hal i
disampaikannya dalam rapat dengar
pendapat dengan Komisi III DPR, 8

Pebruari di Jakarta.

R

Anggota Komisi HI DPR, VB da
Costa, mengusulkan agar Dewan
Perwakilan Rakyat diberi kewe-
nangan untuk “merecall”  ha-
kim-hakim agung yang hanya me-
manfaatkan profesinya untuk
main-main, Usul itu dikemuka-
kannya menanggapi jawaban tertulis
Menteri Kehakiman Oetojo Oesman,
dalam rapat kerja dengan Komisi IiI
DPR di Jakarta 6 Pebruari. Dalam
jawaban tertulisnya QOetojo Oesman
menyatakan bahwa selama ini dite-
mukan tindakan oknum hakim yang
dikategorikan sebagai "hakim
nakal”.

Hakk

Komisi I DPR mengadakan ra-
pat kerja dengan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanaban
Nasional, Ir. Soni Harsono, hari
Kamis 2 Februari di Jakarta. Dalam
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rapat kerja tersebut Soni Harsono
manyampaikan sikap pemerintah un-

tuk meneoakkan ketentuan hukum

ngan _1tu dimla: mendesak untuk

- ditegakkan untuk, antara lain, men-
cegah pelanggaran batas maksimum
pemilikan tanah.

W

- Komisi VI DPR-RI pada hari Se-
lasa, 21 Februari menerima penga-
duan dari dua rombongan pegawat
Anrico Bank dan PT Amerin Abdi-
nusa Container Industry. Kedua
rombongan yang datang secara ter-
pisah diterima oleh wakil ketua
Komisi VI, Oediyanto. Rombongan
Anrico Bank mengadukan pemu-
tusan kerja secara sepihak yang
dilakukan perusahaan, sementara itu
para pegawai Anrico mengadukan
tidak dibayarkan tunjangan hari raya
(THR) sejak empat tahun lalu.

£

Menteri Tenaga Kerja, Abdul
Latif, menegaskan bahwa peme-
rintah secara bertahap akan meng-
hapuskan Tenaga Kerja Wanita
(TKW) di Arab Saudi, khususnya
yang bekerja sebagai pembantu
rumah tangga. Alasan pemerintah
melakukan demikian karena setelah

Hukum dan Pembangunan

sekian lama dievaluasi TKW yang

. ‘bekerja -sebagai » pembantu. rumah

tangga tidak bisa mendapat - per-

lindungan iayak bahkan tidak se-
~dikit yang ‘mendapat perlakuan di-
~ ‘luar batas-batas kemanusiaan. Demi-
~ kian salah satu pokok bahasan Tapat

2 kerja Dépariemen’ Tenaga Kerja de-
“ngan Komisi VI DPR-RL.di Jakarta,

Jumat, 10 Pebruari.

EEES

Pemerintah kemungkinan akan
mengeluarkan sejumlah insentif barn
untuk menarik minat investasi di
Kawasan Timur Indonesia (KTD).
BKPM telah mengusulkan empat in-
sentif kepada pemerintah, diantara-
nya, insentif perpajakan berupa
pembebasan atau keringanan pa-
jak-pajak perkantoran dan pembe-
rian "fringe benefit" kepada peru-
sahaan yang menanamkan modalnya
di KTI serta kawasan "frontier”
Indonesia lainnya. Hal itu diung-
kapkan Meninves dalam rapat kerja
dengan Komisi VI DPR di Jakarta,
Jumat 3 Pebruari,

Hdx

Menteri  Sekretaris  Negara,
Moerdiono, menjawab pertanyaan
anggota Komist If DPR-RI, 3 Pe-
bruari, menegaskan bahwa peme-
rintah sama sekali tidak akan men-
campuri urusan Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM), meskipun lembaga itu men-



Parlementaria. ... .

~dapat dana ii?.émbi.ayaan dari negara.

Menteril keuangan Maar ie Mu—
hammad mencadakan rapat kerja
dengdn Kormsx APBN DPR R’f
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Menteri mengemukakan bahwa atur-
an kerahasiaan bank sama sekali
tidak mengenal kaia tadah menadah.
Mengenai. kerahasiaan bank, yang‘"
menjadi pegangan adalah apa yang:
tertulis dalam undaw-u;}daﬁg No
7/ 1992 teniang Perban}’an

Kamngm-kamr@an Hukum
Yurisprudensi dan
Homentar

i Timbangan Buky -

f Berita Kepustakaan -
Fak. Hukum Dalan berita
Wawancara

Parlemeniaria

Kronik

Peraturan per-undang?-an
Homentar & pendapat.

maialah | huéﬁwﬁ

Salah zatm bacaan wiama sarjana dan mazhasiswa hukem Indeneds,

terkemuka masz kini

HUBUNGILAN TOKO BUKY TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA

“HURUM den PEMBANGUNANY 31 Circhon Ne. § - dakarta
Telepon : 335332




UNPAR. Pusat studi Hukum Fakul-

tas Hukum Universitas Parahya-
ngan, Bandung, mengadakan diskusi
rekam medis, Sabtu 28 Januari.
Tampil sebagai pembicara-pem-
bicara dalam kegiatan tersebut yaitu
Dr, Willa Chandrawula Supriadi,
SH dari Fakuttas Hukum Unpar,
dan mantan Kema PB iDI, dr. Kar-
tono Mohammad. Dalam makalah-
nya Dr. Willa Chandrawula me-
ngemukakan bahwa masalah-masa-
lah yang menyangkut rekam medis
(medical records) di masa datang
diperkirakan lebih banyak muncul
karena kesadaran hukum masyarakat
makin meningkat. Karena itu, re-
kam medis membutuhkan pengatur-
an yang lebih tinggi tidak sekedar
Peraturan Menteri Kesehatan (Per-
menkes) No. 7494/89.

UNDIP. Guru besar ilmu hukum pi-
dana, Fakultas Hukum Universitas

Hulum dan Pembangana}i '

Diponegoro, Dr. Muladi, SH ‘me-
nyatakan bahwa pembatasan perka-
ra-perkara kasasi memang perlu di-
lakukan agar terlaksana peradilan
yang cepat. Ini penting untuk me-
muaskan semua pihak baik korban
maupun pelaku. Muladi mengemu-
kakan pendapatnya kepada pers di
Semarang, Rabu, 15 Pebruari.
Lebih lanjut Muladi menyatakan
bahwa pembatasan tersebut harus
dilakukan dengan peraturan perun-
dang-undangan, tidak boleh hanya
dengan Surat Edaran Mahkamah
Agung . atau Makehjapol, ataupun
cuma Peraturan Menteri Kehakim-
an. Menurut Muladi banyaknya per-
kara kasasi akibat berbagai macam
hal, disamping memang fidak ada
pembatasannya. Pertama, orang me-
mang mencari keadilan karena tidak
puas dengan keputusan pengadilan
negeri dan pengadilan tinggi. Ke-
dua, kesadaran hukum masyarakat
semakin baik dan hukumnya juga
memungkinkan sehingga orang itu
akan berjuang mencari keadilan
sampal titik terakhir selama hukum
ith memungkinkan. Ketiga, bisa ju-
ga terjadi kasasi demi kepentingan
hokum dari jaksa agung vang ingin
membetulkan supaya pada masa
yang akan datang tidak terjadi lagi
putusan itu karena hukumnya diang-
gap tidak benar,

fat ]

Ui, Guru Besar Pidana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia Mar-



T Falias Bk

djOi}O Reksodlputro SH, MA dalam
mengomentari putusan sela peng-
an negeri: Bantul yang  mem-
bebaskan p';sra terdakwa akibat Jaksa
alah Ketik: tanggal kejadian per-

bebasan dua’ teréangka pemerkosa
ole; _penuadlian negeri Bantul ada-

"lah wajar. Lebih lanjut mantan De-

Ul ini menyatakan bahwa

: putusan itu sama sekali bukan di-

tujukan, kepada terdakwa, akan te-
tapi - justeru merupakan hukuman
atas keteledoran yang dilakukan
jaksa pada surat dakwaannya. Me-
nurut Mardjono Reksodiputro putus-
an ity juga tak bisa serta merta
digunakan untuk menilai seolah-olah
hakim tidak memiliki naluri keadil-
an, apalagi jika hakim lalu dinilai
hanya mengutamakan pendekatan
teknis juridis formal dan melupakan
substansi perkosaan. yang diderita
korban.

Hdo

ey 3 -

UNDIP. Dekan Fakultas Hukum
Universitas ‘Diponegoro, Prof..Dr,

Barda Nawawi, SH menanggapi ga—

£asan agar DPR diberi kewenangan__
untuk "merecall” hakim agung yang

nakal, berpendapat bahwa DPR ti-

dak perlu ikut campur tangan untuk
melakukan pengawasan tethadap ha-
kim-hakim agung yang nakal, apa-
lagi sampai diberi kewenangan un-

tuk “merecall” hakim agung yang
dianggap memanfaatkan profesinya,

Lebih lanjut Nawawi berpendapat

bahwa sesual dengan aturan yang

berlaku, DPR mempunyal hak

mengusulkan seseorang untuk di-

angkat menjadi hakim agung. Akan

tetapi ketika seseorang tersebut telah

ditetapkan sebagai hakim agung ia

tidak bertanggung jawab kepada

DPR, sehingga DPR tidak dapat

mempengaruhi posisi hakim agung

tersebut. Pendapatnya itu disam-

paikan kepada pers di Semarang, 7

Pebruari. '

Fiat justitia et pereai mundus.
Biarlah keadilan dilaksanakan, meskipun dunia binasa.

{(Ferdinand I)

Force without mind falls by its own weight.
Kekuatan tanpa nalar akan ambruk oleh beratnya sendiri.

{Horace)
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Munir Fuady, SH.MH.LLM, HU-
KUM. BISNIS: DALAM TEQORI
DAN ' PRAKTEK (Buku Kesatu),
(Jakarte, 1995), 253 Halaman.

TINGNYA R 2]
DALAM BISNIS

Ujang Suhirta

Hukum yang mengatur bisnis memang selalu ketinggalan dan ber-
jalan terengah-engah di belakang praktek bisnis itu sendiri. Oleh karena itu
aspek-aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan dan dikaji ulang
sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dari dunia usaha, pengarang
memaparkannya secara panjang lebar dalam buku ini. Buku setebal 253
halaman ini, seperti dikatakan pengarang dalam kata pengantarnya, meru-
pakan suatu kumpulan karangan dari bahan-bahan yang tersebar. Bahan-
bahan tersebut berasal dari karangan-karangannya di berbagai media massa,
makalah-makalah di berbagai seminar, dan kertas-kerias kerja pada beberapa
penataran. Semua pokok bahasan dalam buku ini menyoroti segi-segi hukum
terhadap dunia usaha yang sedang "in" dan "trend" abad ini, seperti fran-
chise, merger, akuisisi, dan lain-lain.

|

Sistematika pembahasan buku ini terbagi ke dalam lima bagian, tiap-
tiap bagian merupakan kumpulan karangan dalam kelompoknya. Pada bagian
pertama yang merupakan bab pendahuluan, pengarang menyoroti potret hu-
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-kum b1sms klta dewasa int. Perlu dikemukakan catatan pengarang pada ba— =
“glan‘ini yang menyatakan bahwa keadaan hukum kita dewasa ini sedang; da- -
Jlam’ tahap masa"disintegreted” yaitu disatu pihak, tatanan hukum lama yang.
be_rasal.darx_.hukum kolonial dan hukum adat, bahkan hukum yang dibentuk -
setelah kemerdekaan; banyak yang telah usang, sementara di pihak lain tata-"
nan hukum Dbaru sebagai alternatif belum juga terbentuk (hal. 5). Menurut -
pengarang, dalam bidang hukum dan praktek bisnis kita dewasa ini masih

terlalu banyak ketidaktertiban, ketidakadilan dan ketidakkompetenen (hal. &), -
Pada bagian kedua pengarang mengelompokan tulisan-tulisannya ke dalam
Judu} "Hukum Perusahaan dan Penanaman Modal Asing". Pada bagian ini

e penwdrdng mengura;kan banyak hal mengenal "corporate law! seperti hukumf‘_' :

tentang usaha konglomerat, aspek hukum perusahaan multi bisnis, aspek. yu-

ridis’ restruktumsasa perusahaan merger perusahaan, status yuridis direkfur

pemsahaan dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab direktur dari
suatu Perseroan PMA, bisnis eceran yang masuk lewat franchise, dan pros-
pek PMA ‘pasca Paket Juli 1992, Dalam bagian ini yang paling menarik dan
perlu digaris bawahi adalah mengenai restrukturisasi dan merger perusahaan,
Masalah restrukturisasi dan merger, demi efisiensi perusahaan, dewasa ini
sering dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia akan tetapi peranglat
hukumnya masih belum memadai (hal. 37 dan 44). Pada bagian lain (Bab
II1), pengarang menyoroti aspek-aspek hukum tentang pasar modal dan peru-
sahaan publik. Pada bagian ini masalah-masalah transparansi perusahaan
publik, tanggung jawab para pelaku pasar modal, perlindungan pemegang
saham minoritas pada perusahaan publik diuraikan secara rinei. Kemudian
masalah -akuisisi perusahaan satu grup dalam kaitannya dengan pasar modal,
cara-cara melindungi investor obligasi dan masalah “insider trading”
mendapat porsi yang cukup besar pada bagian ini. Khusus mengenai masalah
“insider trading" pengarang mengemukakan bahwa peraturan pasar modal
kita tentang “insider trading” sangat kasar, simpel dan ngambzng (hal. 125).
Masalah-masalah hukum perbankan dan jaminan kredit mendapat porsi pem-
bahasan dalam bab IV. Pada bagian ini pengarang memaparkan persoalan
mulai dari masalah kredit macet sampai pada kasus likuidasi Bank Summa.
Dalam bagian ini juga diuraikan masalah-masalah bisnis trust, tanggung
jawab direktur bank, tindak pidana perbankan, aspek hukum "loan syn-
dication”, eksekusi jaminan hutang dan masalah yang sampai saat ini menjadi
berita hangat dalam dunia perbankan, yaitu penyelesaian kredit macet lewat
pengadilan dan gugatan pailit, Menurut pengarang, perkembangan lembaga
fiducia sebagai suatu lembaga jaminan kredit yang baik relatif belum dikenal
oleh masyarakat, oleh karena itu perlu ada suatu pembaharuan hukum me-
ngenai lembaga ini dalam bentuk undang-undang hak tanggungan yang me-
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madai (hal. 197). Pada akhir uraian buku ini (bab V) pengarang membahas
masalah-masalah kontrak komersial. Aspek-aspek hukum mengenai kont_fak
konstruksi dan engeneering, masalah kontrak "joint venture"”, dan asas "pacta
sunt servanda” datam kontrak, menjadi pokok-pokok bahasan. '

Hd ek

. Meskipun buku ini merupakan kumpulan tulisan pengarang dari ber-
bagai sumber. Penyajian buku ini cukup menarik, padat, dan memiliki ca-
kupan' aspek-aspek hukum dalam bisnis yang relatif luas, apalagi dengan
dukungan sampul luar buku yang "lux" membuat penampilan buku ini sema-
kin menarik. Sebagai suatu karya tulis, seperti diakui pengarangnya buku ini
masih memiliki kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis, substantif,
maupun redaksional. Meskipun demikian buku ini sangat bermanfaat tidak
saja bagi praktisi bisnis dan "corporate lawyer”. Buku ini memberikan
sumbangan yang sangat berharga bagi kepustakaan hukum, khususnya hukum
tentang kegiatan ekonomi.

Rk

It is better 1o prevent crimes than to punsih them.
Lebih buik mencegah kejahatan daripada menghukumnya.

(C.B. Marchese di Beccaria)

It is better ten guilty escape than that one innocent suffer.
Lebih bajk sepuluh orang yang bersalah lepas dari tuntutan daripada satu orang
vang tak bersalah menderita.

{Sir William B.)
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